ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila
sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Saat ini, Indonesia sedang berada di masa transformasi dalam hubungan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah dibuka saluran bagi
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih
besar dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Penyesuaian kewenangan ini disebut juga dengan desentralisasi yang tentu saja memuat
tujuan politis maupun teknis. Dalam rangka melayani masyarakat, Pemerintah Daerah
membuat suatu perencanaan pembangunan untuk daerahnya masing- masing yang disebut
dengan Rencana Pembangunan Daerah yang sebelumnya disusun melalui tahapan yang
dinamakan Musrenbang yaitu singkatan dari Musyawarah Rencana Pembangunan.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan
Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal dan apa saja kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Kendal.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data adalah data sekunder, metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang
menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti sebagai pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal, proses Musrenbang yang
dilakukan terdapat permasalahan antara lain kurangnya konsistensi perencanaan dan
materi Musrenbang hingga permasalahan yang ada di lapangan yaitu adanya
ketidaksesuaian terutama dari sisi waktu pelaksanaan dan aturan yang mengatur.
Musrenbang tingkat Desa tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017. Permendagri tersebut hanya mengatur Musrenbang tingkat Kecamatan dan
Musrenbang tingkat Daerah. Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dari sisi waktu
pelaksanaan. Selain itu, dalam pelaksanaan Musrenbang banyak usulan dari masyarakat
yang ternyata tidak searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah serta prinsip pendanaan yang mengikuti prioritas program
yang direncanakan atau yang disebut dengan money fellow program priority.
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